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KEPIJTUSAN GUBERN U R I{TIPLJLAU AN BANCKA BELITU NG
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TDNTANCJ

PE NUNJU iiAN }< UASA PENGC U N A ANC]GA ItI\ N, I'I.I.,] ARAT PEMtsUA'I KOMITMEN.
PFIIAI]AT PE]NANDATANLJANi/PI]]NC}U.JI StJii^.I.Pt'RIN,T.AI-{ MEML]AYAR DAN
tsENDAHARA PADA DTNAS TENAGA I(ER.,]A PIiOVINSl KEPUI,At-]AN BANCKA

BI]LITLJNG DARI DANA DI'I(ONSF]N'II?ASi TA}]UN ANCGAIIAN 2019

Mer.iirnbans : :r.

Ivlengingat

'2.

b.

C] I-] 13 IiR NT] R Ii IIPU I.AI J AI! f].\ N(I KA I]trI-ITUNC.

bahu,a <.lalanr rangliir pr.,lal<sanaan pembnngunan dan
petrgelolaarn serta pei:rl<slrrraan I(c,uangan Negal.er l)ar-: a
l)ekonsentrasi 'lahr-rn Ar rggaran 2019, perlu menunjuk
I(uasa Pengguna Anggar:rn, Pe.jabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Penanclatangan,/ F'r:nguji Surat Perintzrh Membayar
dan Rendahala pad:r t)inas Tenaga I(erj.r Provinsi
Iit';.rtrleruan liangka l'3elrtung clari i)ana i)ekonsentrasi
i;rhLi n {rr gga ra n 20l',.

bahu,a ]rerclasarl<an pertrnrbangau sebagaimana dimaksud
clalam huruf a; perlu menetapl<an Keputusan Gubernur
tent?1ng Penun-jr-rkan }(uasa Pengguna Anggaran, Pejabat
i)cmLruat I(oirritmen, Pe.jabal. Pr:nandatangan / I'engrrj i Surat
l\:r'irrtah Mr:rrtra-r'ar rlan []c'r.rlahirltr pada I)inas 'i'e1r aga
i(r:r'j;r ['r'c."'ir-rs;i Krprrl:ruar I]tang,ka I3elitt-rr-rg dari Dana
l)ekonsentrasi Tahun ,"\ngga ran 2019.

LJnclang- LJndang Nomor 2a 'l'atrLtrr 1999 tentang
Pent,e161**^.'rt,-, Negara t,ang Bersih clan Bebas dari
Korupsi, I(o1usi, clan Nepotisme (Leml;aran Negara Republik
lndonesia 'i'ahun 1999 Nc,rnor 75, l'ambahurn Lenrbaran
Negara Re p u l.,iik Inrlorresi:r l'lon.ror 385 1 ) ;

Undang-Undilng Nomor 27 l'ahun 2000 tentang
Pembentukan Plorrinsi Kepulauan Bangi<a Belitung
(LemLraran Ncgara Rep ul;lik Inclonesia Tahun 2000
l'Jomor 217. Tambi-ihan Lr"mbaran Negara Republik
inrlonesia N r: rnrl r '10 3.'l l:

[-,ntiang- U nclang Nontr.,r ] Ialtrtu 2tl03 tentallg lieuangan
Negara (Lembarar Negari,r llepublik lndonesia 'lahu tr 2003
Nomor 47, Tarnbaharr i-emltaran Negara Republil< lndonesia

' Nornor ;i287):
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan r.lan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahar-r I-embaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan I(euangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran
NegarA Republik Indonesia Nomor 4438):

'6.

7. Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undar-rg
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Unclang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

8, Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Auggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembiran Negara Republil< lndonesia Tahr-rn 2018 Nomor
22g, Tambahan kmbarern Negara Republik Indonesia
Nomor 6263);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evallrasi Peiaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembrlran Negara Republik Inclor-resia Tahun
2006 Nomor 97. Tarmbal-ran l.embaran Negara Repurblik

lnclonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengeloiaan Uang I'legara/Daerah (l'embaran Negara

RepuUtit< lndonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tanlbahan
l,embaran Negara Indonesia Nomor 4738);

I 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 'lahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Del<onsentrasi dan Tugas Pembantuan
(Lembarin Negara Republik lndonesia Tahun 2008

ilorno. 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4095);

12. Peraturan Pemenntah Nomor' 27 Tahun 2014 tentang
Pen gelolaan Baran g lvl ilik N egara/ Daerah (Lembaran Negara

nepirUlit< lndonesia Tahun 20'l 4 Nomor 92' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

1 3. Peraturan Presi<len Nomor i 6 Tahun 20 18 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ^(l'enrbaran 
Negara

Replniil lnclonesia 'lahun 2018 Nomor 33);

1; Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan ,*""91i *:1|:l:



Menetapkgn

KESATU

KBDUA

MEMUTUSKAN:

:

: Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan/penguji Surat perintah

. Membayar dan Bendahara pada Dinas Tenaga Ke4'a provinsi
Kepulauan Bangka Beiitung dari Dana Dekonsentrasi Tahun

'Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran'- Kepr-rtusan Gubernur ini.

: Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, pejabat
Penandatangan/Penguji Surat Perintah Membayar dan
Bendahara sebagaimana dimaksud dalam <liktum KtrSATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
1. I{uasa Pengguna Anggaran:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanja:

b. mengadakan pedanjian dengarr pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;

c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum

Pengadaan;
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk

Tender/ Seleksi ulang gagal;
g. menyatakan Tendergagal/ Seleksi gagal.

2. Pejabat Pembuat Komitmen :

a. menlrusun perencanaan pengadaan;
b. menetapl<an spesifikasi teknis/ t(erangka Acuan kerja

(KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan

d ibayarkan kepada Penyedia;
f. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan

kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran;

g. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acartr penyerahan.

Pejabat Penandatangan / Pengr-rji Surat Perintah Membayar :

a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran atau
dokumen la.in yang clipersamakan dengan Surat
Perintah Pernbayaran beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan Surat Perintah
Pembayaran;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran .yang telah
disediakan;

d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dol<umen
lain yang clipersamakan dengan Surat Perintah
Membayar;

e. menyimpal dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
' hak tagih;
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4. Bendahara : '

a. menerima, menyimpan, , menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
belanja Satker;

b. menelilj kelengkapan perintah prmbal,aran
pejabat .yang berwen an g;

c. menguji kebenaran lrrhitungan taghan

yang diterbitkan

),ang tercantum

KETIGA

KtrEMPAT

dalam penntah pembayaran;
d. menguji ketersediaar-r dana yang bersangicutan;

, e. menyedlakan uang persediaan dan merencanakan prenarilen
dana sesuai keperluan belanja Satker;

. f. melal<sanakan pembul<ua:r sesuai fieraturan perunciang-
undangan yang berlak-u ;

C. melaksanakan pernbayaran seGlah mendapa.t persetujuan
KPA atas tagihan / prmfirtaan pembayaran tersebut.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya l(eputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dengan Nomor DIPA
026.04.3.309 1 43 I 20 19.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlaku surut terhitung tanggal 8 April 2019.

Drtetapkan di Pangkalpinang
pacla tanggal)+ Mei 2019

GUBERNUR
ELITUNG,

SMAN

'l'embusan disampaikan kepada Yth. :

i. Ketu.l Raclan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi;r rli Jakarta;
2. Menteri Keua-ogzur ilepr-rblik lu<lonesia cli JakzLrta;
3 Dircktur.lenderal Anggaran Kementerian Kcua.ngan I{:pui>lik I:rclonesia <lj .lakarta:
4. Kepala Kar]tor Wiinyal lX Diljen Perbendal rar,rar'r Pangkalpin;rrrg tli Pangkalpinarg;
5i. Inspeldur Dzrerah I'rovinsi Kcpulauarr fl.rngka Bclirung di I)rr n glialpirlang;
6. Kepala l(anlor Pel:ryarr:rn Perbendaharararn Negara P;urgkiilpiozr.r-rg di Pangk:r.lpinrurg;
7. Kepiila Badan Perencanaan Pemballgunan dan PeneiiLi.ur Pengembangan Daerai Provinsi Kepuiaual

Bangka Belitu ng di Pangkalpinang.
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